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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahiim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil ‘alamiin, puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas
berkat dan rahmatnya kami dapat menyelesaikan Revisi Ke-2 Peraturan
Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2021.

Revisi Peraturan Kepegawaian ini berkedudukan sebagai iandasan hukum bagi
sistem kepegawaian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang
bertujuan untuk membentuk pegawai yang memiliki loyalitas dan dedikasi, serta
menjadi pedoman kerja bagi seluruh pegawai guna mendukung tercapainya
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Demikian, semoga Peraturan Kepegawaian ini dapat dipergunakan sebagaimana
mestinya.
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Menimbang

Mengingat

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

REVISI PERATURAN KEPEGAWAIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

Bismillahirrahmanirrahim
Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi,

bahwa berkenaan dengan landasan sistem kepegawaian Universitas
Muhammadiyah Sukabumi yang menjadi pedoman bagi seluruh
Pegawai Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dipandang perlu
untuk menetapkan Revisi Peraturan Kepegawaian Universitas
Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2021;

(1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2005
tentang Guru dan Dosen;

(2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012
tentang Pendidikan Tinggi;

(3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta kerja;

(4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014
tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi;

(5) Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 03 Tahun
2010 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium
Pendidikan dan Angka Kreditnya;

(6) Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun
2014 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka
Kreditnya;

(7) Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun
2016  tentang perubahan atas Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia nomor 48 tahun 2014 tentang Jabatan
Fungsional Arsiparis;

(8) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional
Pendidikan Tinggi;

(9) Peraturan Menteri Pendayagunaan  Aparatur  Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer;

(10) Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.0/B/2012
tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM);

(11) Ketentuan Maijelis Pendidikan Tinggi Penelitian
dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang
Nomor 0138/KTN/1.3/D/2019 STATUTA Universitas
Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2019;

(12) Ketentuan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor
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0236/KEP/1.0/D/2019 tentang Penetapan Rektor Universitas
Muhammadiyah Sukabumi Masa Jabatan 2019-2023;

(13) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Nomor 474/KEP/I.0/E/2010tentang Perubahan Surat Keputusan
Nomor 431/KEP/1.0/2006 Mengenai Ketentuan Pegawai
di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;

(14) Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Sukabumi
Nomor 1021/KEP/1.0/A/2020 tentang Revisi Susunan Organisasi
dan Tata Kelola (SOTK) Universitas Muhammadiyah Sukabumi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan - (1) Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah

Sukabumi Nomor 474/KEP/1.0/E/2010 tentang Perubahan Surat
Keputusan Nomor 431/KEP/1.0/2006 Mengenai Ketentuan
Pegawai di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi;

(2) Mengesahkan Revisi Peraturan Kepegawaian Universitas
Muhammadiyah Sukabumi Tahun 2021.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1.

Peraturan Kepegawaian adalah peraturan bagi pegawai Universitas
Muhammadiyah Sukabumi.

Universitas Muhammadiyah Sukabumi disingkat UMMI adalah amal usaha
Muhammadiyah di bidang pendidikan tinggi yang dijiwai dan dilandasi
nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan pada tataran ideologis filosofis
aplikatif serta menjadi salah satu kekuatan untuk kelangsungan
dan kesinambungan Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya
sebagai gerakan dakwah dan tajdid yang melintasi zaman.

Badan Pembina Harian (selanjutnya disingkat BPH) UMMI adalah badan
yang dibentuk oleh dan bertanggungjawab kepada Pimpinan Pusat
untuk melaksanakan tugas memberi arahan dan pertimbangan
kepada pimpinan PTM dalam pengelolaan PTM.

Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang menjadi pelaksana
dalam pembinaan kepegawaian.

Pegawai UMMI adalah setiap individu yang memiliki kompetensi
yang disyaratkan dalam rangka penyelenggaran  administrasi
dan pembelajaran, sesuai visi, misi dan tujuan universitas, diangkat
oleh pejabat yang berwenang, memperoleh gaji atau upah menurut
peraturan yang berlaku di UMMI dan peraturan perundang-undangan.
Pegawai UMMI terdiri dari pegawai tetap dan pegawai tidak tetap.

Pegawai tetap adalah pegawai yang berdasarkan pendidikan
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

dan keahliannya diangkat oleh BPH berdasarkan usul Rektor, termasuk
dosen penugasan LLDIKTI di UMMI yang dikukuhkan oleh keputusan BPH.
Pegawai tidak tetap adalah pegawai yang diangkat dan atau ditetapkan
oleh Rektor atau pejabat yang ditunjuk yang dipekerjakan secara tidak
tetap di UMMI berdasarkan Perjanjian Kerja.

Dosen adalah pegawai UMMI yang bertugas sebagai pendidik profesional
dan ilmuwan berkewajiban mentransformasikan, mengembangkan
dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, Al-Islam
dan Kemuhammadiyahan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat dan telah memenuhi syarat-syarat minimal menjadi
dosen.

Dosen tetap adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan sebagai
pegawai tetap UMMI, termasuk Dosen Negeri yang dipekerjakan/Dosen
DPK.

Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus
sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tertentu
berdasarkan perjanjian kerja/keputusan Rektor.

Tenaga Kependidikan adalah pegawai yang diangkat dan ditempatkan
pada posisi pranata laboratorium pendidikan, pranata komputer,
pustakawan dan arsiparis.

Tenaga Administratif adalah pegawai yang diangkat dan ditempatkan
untuk menunjang kegiatan akademik dan non akademik.

Tenaga Penunjang Layanan adalah pegawai yang diangkat
dan ditempatkan untuk menunjang layanan akademik dan non akademik.
Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan
mengangkat, mengatur, dan memberhentikan pegawai berdasarkan
peraturan yang berlaku di UMMI dan peraturan perundang-undangan.
Atasan yang berwenang adalah pejabat struktural yang memiliki
kewenangan tertentu karena kedudukannya atau jabatannya.

Perencanaan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
dalam menentukan kualitas dan kuantitas pegawai untuk masa yang akan
datang.

Rekrutmen adalah proses yang dilakukan untuk memperoleh calon
pegawai UMMI yang memenuhi kompetensi pekerjaan yang diperlukan
sesuai dengan formasi yang tersedia.

Nomor Induk Pegawai (NIP) adalah nomor pegawai yang dikeluarkan
oleh Bagian Kepegawaian UMMI.

Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara pegawai dan Rektor
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

290.

30.

31.

32.

33.

yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak
dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan.

Penempatan adalah proses menempatkan pegawai baru sesuai formasi
yang tersedia.

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, pokok dan fungsi,
tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai dalam satuan unit
kerja.

Jabatan di UMMI adalah Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional.
Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukan tugas, wewenang
dan tanggung jawabnya serta hak seorang pegawai dalam rangka
memimpin suatu satuan unit kerja, yang ditetapkan di dalam struktur
organisasi sebagaimana tercantum dalam organisasi tugas, prosedur
dan tata kerja.

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang dan hak pegawai sesuai dengan bidang pekerjaannya.
Masa kerja adalah waktu kerja terhitung sejak pegawai ditetapkan
sebagai calon pegawai tetap.

Gaji atau upah adalah balas jasa yang diterima pegawai atas dasar
pekerjaannya di UMMI.

Santunan atau bantuan adalah sejumlah uang vyang diberikan
kepada pegawai maupun keluarga pegawai yang mengalami sakit,
kecelakaan, meninggal dunia, menikah dan melahirkan.

Imbalan pasca kerja pensiun adalah imbalan yang harus dibayarkan
kepada pegawai yang telah menyelesaikan masa kerjanya.

Pembinaan pegawai adalah segala usaha dan tujuan kegiatan
perencanaan, pengorganisasian, penggunaan dan pemeliharaan pegawai
dengan tujuan mampu melaksanakan tugas organisasi dengan efektif
dan efisien.

Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian
dan digunakan sebagai dasar penggajian.

Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja
dan pengabdiannya terhadap UMMI.

Kenaikan pangkat/golongan reguler adalah penghargaan yang diberikan
kepada pegawai karena telah memenuhi syarat yang telah ditentukan
tanpa terikat pada jabatan.

Mutasi adalah perpindahan pegawai UMMI dari satu unit kerja ke unit lain
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34.

35.

36.
37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.
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dengan jabatan yang setara dari jabatan sebelumnya.

Rotasi adalah perpindahan pegawai UMMI dalam satu unit kerja
yang sama dengan jabatan yang setara dari jabatan sebelumnya.

Promosi adalah penghargaan dengan kenaikan jabatan bagi pegawai
yang memiliki kualifikasi personal tertentu.

Demosi adalah penurunan jabatan pegawai UMMI.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai adalah proses evaluasi kinerja pegawai
yang dilakukan oleh atasan langsung.

Pejabat penilai adalah atasan langsung pegawai yang dinilai.

Penghargaan adalah timbal balik yang diberikan UMMI kepada pegawai
atas dasar prestasi kerja dalam bentuk material maupun non material.
Pemeliharaan pegawai adalah upaya untuk meningkatkan
atau mempertahankan kondisi fisik, mental, dan sikap karyawan agar tetap
loyal dan bekerja produktif.

Cuti pegawai adalah hak pegawai meninggalkan pekerjaan dalam jangka
waktu tertentu atas izin pejabat yang berwenang.

Peraturan disiplin pegawai adalah peraturan yang mengatur tentang
kewajiban, larangan, pelanggaran disiplin dan sanksi kepada pegawai.
Disiplin Pegawai adalah  ketaatan dan kepatuhan pegawai
dalam melaksanakan segala peraturan yang berlaku di UMMI.

Tim etik dan hukum adalah unsur pelaksana fungsi etika dan hukum
akademik dan non akademik.

Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan etika pegawai
di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari yang harus
dilaksanakan oleh setiap pegawai sesuai dengan amanah UMMI.

Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada pegawai atas pelanggaran
peraturan disiplin pegawai.

Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja yang mengakibatkan
berakhirnya hak dan kewajiban antara pegawai dengan UMMI.
Pengembangan Pegawai adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk meningkatkan kompetensi dan motivasi pegawai yang menunjang
proses pembelajaran, penyelenggaraan administrasi dan penunjang
akademik.

Persatuan Pegawai UMMI adalah organisasi yang berfungsi mewadahi
aspirasi pegawai untuk mewujudkan hubungan kemitraan antara pegawai
dengan UMMI.



BAB I
KEDUDUKAN PERATURAN KEPEGAWAIAN

Pasal 2

(1)  Peraturan Kepegawaian ini berkedudukan sebagai landasan hukum
bagi sistem kepegawaian di lingkungan UMMI untuk membentuk pegawai
yang memiliki loyalitas dan berdedikasi guna mendukung tercapainya
penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

(2) Peraturan Kepegawaian ini bertujuan agar setiap pegawai dapat

memahami pedoman kerja yang berlaku di lingkungan UMMI.

BAB Il
STATUS, FUNGSI, KEWAJIBAN DAN HAK PEGAWAI

Pasal 3

Status Pegawai
Pegawai UMMI berdasarkan status terdiri atas:
(1) Pegawai tetap.

(2) Pegawai tidak tetap.

Pasal 4

Fungsi Pegawai

Pegawai UMMI berdasarkan fungsi terdiri atas:

(1) Dosen.

(2) Tenaga Kependidikan.

(3) Tenaga administrasi.

(4) Tenaga penunjang layanan.
Pasal 5
Dosen

Dosen terdiri dari:

(1) Dosen Tetap (DT) yang diangkat oleh BPH UMMI, termasuk dosen
penugasan LLDIKTI di UMMI yang ditetapkan oleh keputusan BPH.

(2) Dosen Tidak Tetap (DTT) yang diangkat oleh Rektor atas usulan Dekan.
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(3) Dosen Tamu adalah dosen yang diundang dan diangkat untuk menjadi

dosen di UMMI dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 6
Tenaga Kependidikan

Tenaga Kependidikan terdiri dari:

(1) Pustakawan.

(2) Pranata Laboratorium Pendidikan.
(3) Pranata Komputer.
(4) Arsiparis.

Pasal 7

Tenaga Administrasi

Tenaga Administrasi terdiri dari:
(1) Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
(2) Biro Administrasi Umum dan Kepegawaian.

(3) Biro Administrasi Keuangan.

Pasal 8

Tenaga Penunjang Layanan

Tenaga Penunjang Layanan terdiri dari:
(1) Satuan Pengamanan (SATPAM).

(2) Pembantu umum.
(3) Petugas parkir.
(4) Pengemudi.

Pasal 9

Kewajiban Umum Pegawai

(1) Taat kepada Allah SWT menjalankan ajaran islam sesuai tuntunan
Al-Quran dan Sunah Rasulullah SAW.

(2) Menjalankan tugas pokok dan fungsi secara  profesional,
bertanggung jawab, amanah, jujur dan disiplin.

(3) Loyal kepada persyarikatan dan universitas.

(4) Mentaati seluruh peraturan yang berlaku di lingkungan UMMI.
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(1)

(2)

3)

(4)

®)

(6)

(1)

(2)

3)
(4)

®)

Wajib menyimpan rahasia jabatan.

Menggunakan dan menjaga fasilitas milik UMMI dengan sebaik-baiknya.
Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

Mentaati janji pegawai, janji jabatan dan kode etik pegawai.

Menjadi teladan dalam ucapan, sikap dan tingkah laku.

Pasal 10

Kewajiban Profesional Dosen

Melaksanakan pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat
dan mengintegrasikan nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan
terhadap dharma lainnya.

Setiap dosen berkewajiban melaksanakan pembinaan pendidikan karakter
berlandaskan al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

Merencanakan, melaksanakan, menilai dan mengevaluasi pembelajaran.
Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi
secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni.

Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis
kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang
sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran.

Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik,

serta nilai-nilai agama dan etika.

Pasal 11

Hak Pegawai

Setiap pegawai berhak memperoleh gaji dan tunjangan sesuai
dengan peraturan universitas dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Dosen DPK vyang Dbertugas di UMMI hanya mendapatkan
tunjangan-tunjangan sesuai dengan yang berhak diperoleh.

Setiap pegawai berhak atas cuti.

Setiap pegawai berhak mendapatkan bantuan studi lanjut, bantuan
pernikahan pertama bagi pegawai, bantuan melahirkan sampai
dengan anak ketiga, bantuan kecelakaan, bantuan sakit, bantuan dukacita.
Setiap pegawai berhak mendapatkan jaminan sosial dari BPJS

berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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(6)

(7)
(8)

9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Setiap Pegawai tetap berhak mendapatkan imbalan pascakerja

dalam bentuk dana pensiun sesuai dengan Peraturan Universitas.

Pasal 12

Larangan Bagi Pegawai

Menjadi pegawai tetap pada instansi lain.

Mengikuti seleksi CPNS.

Merokok di lingkungan kampus.

Mangkir dari tugas dan tanggung jawab.

Menyalahgunakan wewenangnya sebagai pegawai Universitas.

Memiliki, menjual, menggadaikan, menyewakan dan atau meminjamkan
barang-barang, dokumen atau surat-surat berharga milik Universitas.
Menerima gratifikasi.

Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan
pribadi, kelompok atau pihak lain.

Melakukan kegiatan politik praktis di lingkungan kampus dan luar kampus.
Mendirikan/menjadi anggota aliran sesat atau tidak sesuai dengan ajaran
agama Islam menurut faham Muhammadiyah.

Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan,
atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya yang secara
langsung atau tidak langsung merugikan Universitas.

Melakukan sesuatu tindakan atau sengaja tidak melakukan suatu tindakan
yang dapat berakibat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak
yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani.
Menjadi anggota dan atau pengurus partai politik dan/ atau organisasi
yang amal usahanya sama sebagian atau seluruhnya dengan
persyarikatan.

Melakukan hal-hal yang bertentangan dengan norma, etika dan aturan

universitas.
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(1)

(2)

3)
(4)

®)

(6)

(1)

(2)

BAB IV
PENERIMAAN PEGAWAI

Pasal 13

Rekrutmen

Rekrutmen pegawai didasarkan atas kebutuhan pendayagunaan tenaga
kerja dan  wajib melalui dan/atau memenuhi persyaratan
yang telah ditetapkan oleh UMMI.

Proses rekrutmen pegawai diatur sesuai dengan ketentuan dan prosedur
yang ditetapkan oleh UMMI.

Penanggungjawab rekrutmen di lingkungan UMMI adalah Rektor.
Penerimaan dapat dilakukan dari dua sumber vyaitu sumber internal
dan sumber eksternal.

Apabila terdapat formasi maka prioritas sistem penerimaan yang digunakan
adalah sistem penerimaan internal.

Apabila formasi belum terpenuhi dengan penerimaan internal,

maka kepegawaian melakukan penerimaan eksternal.

Pasal 14

Persyaratan Penerimaan Pegawai

Persyaratan umum meliputi:

a. Warga Negara Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa;

b. Beragama Islam;

c. Memiliki komitmen dan integritas untuk aktif di persyarikatan
Muhammadiyah;

d. Sehat jasmani dan rohani;

e. Tidak pernah terlibat tindak pidana;

f.  Jujur dan bertanggung jawab;

g. Berakhlak mulia.

Persyaratan Administratif:

a. Mengajukan surat lamaran,;

Memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah, diutamakan;

Foto copy ijazah terakhir beserta transkrip nilai yang telah dilegalisasi;

Daftar riwayat hidup;

®© a o T

Foto copy KTP yang masih berlaku;
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—h

Foto ukuran 4 x 6 cm berwarna;

g. Surat Keterangan Cakap Kelakuan (SKCK) dari Kepolisian;
h

Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;

i.  Surat Keterangan Bebas Narkoba.

(3) Persyaratan pendidikan:

a. Tenaga Kependidikan, tenaga administrasi dan Tenaga Penunjang

Layanan:

1)
2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

Tenaga administrasi paling rendah berijazah S1;

Pustakawan paling rendah berijazah S1 Perpustakaan;

Pranata Laboratorium Pendidikan paling rendah berijazah S$1
sesuai dengan kebutuhan laboratorium;

Pranata komputer paling rendah berijazah S1 yang sebidang;
Arsiparis paling rendah berijazah S1 Kearsipan;

Teknisi pemeliharaan faslitas umum paling rendah berijazah D Il
sebidang dan sertifikasi keahlian;

Satuan Pengamanan (SATPAM) paling rendah berijazah SLTA
dan bersertifikat satpam;

Petugas parkir paling rendah berijazah SLTP;

Pengemudi paling rendah berijazah SLTA dan memiliki SIM;

10) Pembantu umum paling rendah berijazah SLTP.

b. Dosen

1)
2)
3)

4)
5)

Memiliki ijazah minimal S2 untuk program diploma dan sarjana
yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan, diutamakan S3;
Memiliki ijazah S3 untuk program pascasarjana
yang sesuai dengan mata kuliah yang diajarkan;

Usia maksimal 50 tahun;

Memiliki sertifikat TOEFL minimal skor 500, diutamakan;

Memiliki ijazah minimal S2 bagi dosen tidak tetap dan mempunyai

pengalaman kerja sesuai dengan bidang keilmuannya.

c. Dosen Negeri yang dipekerjakan/ Dosen DPK

1)

2)

Dosen negeri yang dipekerjakan di UMMI oleh pemerintah harus
dengan persetujuan BPH atas usulan Rektor;
Dosen DPK di UMMI bertanggung jawab kepada Rektor

melalui kepala unit kerja masing-masing.
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(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

(1)

(2)

3)

Pasal 15

Wewenang dan Tanggung Jawab

Penanggung jawab rekrutmen, seleksi dan penempatan pegawai
di lingkungan UMMI adalah Rektor.

Rektor dapat mendelegasikan wewenangnya Kkepada pejabat lain
dalam hal ini adalah Wakil Rektor .

Rektor menyusun rencana kebutuhan pegawai berdasarkan usulan
dari wakil rektor 1.

Biro administrasi umum dan kepegawaian bertanggung jawab

dalam pelaksanaan teknis kegiatan rekrutmen dan seleksi pegawai.

Pasal 16

Seleksi

Proses seleksi dilakukan oleh bagian administrasi kepegawaian selanjutnya
dilaporkan ke Wakil Rektor II melalui Kepala Biro Administrasi Umum
dan Kepegawaian.

Proses seleksi pegawai dilakukan secara bertahap dan menggunakan
sistem gugur, dengan urutan sebagai berikut:

a. Seleksi administrasi;

b. Tes Potensi Akademik (TPA);

c. Psikotest untuk dosen;

d. Simulasi Mengajar untuk calon dosen;

e. Tes Kkeahlian bidang untuk tenaga kependidikan dan tenaga
administrasi;

f. Tes Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;

g. Tes wawancara.

Pasal 17

Pengangkatan dan Penempatan

Sebelum dinyatakan diterima sebagai pegawai, calon pegawai
yang dinyatakan lulus seleksi harus menandatangani surat perjanjian kerja
dan surat pernyataan kesediaan menjadi pegawai UMMI.

Pegawai tidak tetap kontrak diangkat oleh rektor dengan surat perjanjian
kerja dalam waktu 1 (satu) tahun.

Pegawai tidak tetap kontrak dapat diperpanjang sampai dengan 2 Kkali
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(4)

®)

(1)

(2)

3)

(4)

®)
(6)
(7)

(8)

(1)

perpanjangan sesuai dengan kebutuhan dan hasil evaluasi.

Pegawai yang telah diangkat ditempatkan pada unit Kkerja
sesuai kebutuhan.

Pembinaan dan evaluasi kinerja dilakukan oleh pimpinan unit kerja

bersangkutan.

Pasal 18

Status kepegawaian

Status awal pegawai yang telah lolos seleksi dalam proses rekrutmen
bagi tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang
layanan adalah pegawai tidak tetap honorer selama satu tahun.

Tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang
yang telah melalui masa kerja satu tahun sebagai pegawai tidak tetap
honorer diangkat sebagai calon pegawai tetap selama dua tahun
dengan memperoleh hak atas gaji 80% dari gaji pokok
dan tunjangan-tunjangan lainnya.

Tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang
yang telah memiliki masa kerja sebagai calon pegawai tetap dapat diangkat
menjadi pegawai tetap setelah mencapai hasil penilaian baik atas
pencapaian kinerja yang dipersyaratkan.

Status awal bagi dosen yang telah lolos seleksi adalah pegawai tetap
dengan ketentuan memperoleh hak atas gaji 80% dari gaji pokok
dan tunjangan-tunjangan lainnya selama dua tahun.

Pegawai tetap UMMI diangkat oleh BPH atas ajuan Rektor.

Penilaian bagi pegawai tidak tetap dilakukan oleh atasan langsung.

Selama menjadi pegawai tidak tetap dilarang mengundurkan diri
kecuali untuk alasan kesehatan.

Pegawai yang melanggar ketentuan pasal 18 ayat 7 dituntut untuk
mengembalikan 3x penghasilan yang telah diberikan oleh UMMI selama

yang bersangkutan berstatus pegawai tidak tetap.

Pasal 19

Pembinaan Pegawai

Pembinaan pegawai bertujuan memberdayakan pegawai
agar dapat meningkatkan kinerja sesuai dengan visi dan misi UMMI

serta persyarikatan.
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(2)

3)

Kebijakan Pembinaan Pegawai secara menyeluruh menjadi tanggung
jawab BPH.
Pelaksanaan pembinaan pegawai yang dimaksud dalam ayat (2) pasal ini,

dilaksanakan oleh Rektor dan pimpinan unit kerja masing-masing.

Pasal 20

Asas- Asas Pembinaan Pegawai

Asas-asas pembinaan pegawai meliputi:

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

3)

(4)

®)

Asas manfaat merupakan pemanfaatan dan pendayagunaan pegawai
yang sejalan dengan visi dan misi UMMI serta persyarikatan.

Asas kesadaran merupakan timbulnya kesadaran untuk selalu berupaya,
memelihara dan meningkatkan kualitas diri sesuai dengan visi dan misi
UMMI.

Asas keadilan memberikan kesempatan pengembangan karir yang sama
bagi seluruh pegawai berdasarkan perpaduan prestasi kerja
dan kepentingan organisasi, serta peningkatan motivasi pegawai
untuk mencapai prestasi dengan pemberian bimbingan, teladan
dan penghargaan.

Asas penempatan merupakan penempatan pegawai pada tugas jabatan

yang tepat, sesuai dengan kompetensinya untuk kepentingan UMMI.

Pasal 21

Prinsip- Prinsip Pembinaan Pegawai

Selektif dalam penerimaan dan pengembangan karir pegawai
dengan mengutamakan kualitas daripada kuantitas sesuai dengan program
dan berdasarkan peraturan kepegawaian.

Mengutamakan  pemberhentian pegawai karena purna  bhakti
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Memberikan hak-hak pegawai sesuai dengan kewajiban pegawai
berdasarkan status atau golongan kepegawaian.

Mendayagunakan  pegawai  untuk  kepentingan tugas  sesuai
dengan kemampuan pegawai berdasarkan prinsip efisiensi dengan tetap
memperhatikan efektivitas.

Meningkatkan kinerja dan pengabdian pegawai dengan motivasi,
keteladanan, kesejahteraan, penghargaan dan hukuman yang tepat

dan proporsional.
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Pasal 22
Pangkat/Golongan

(1) Pengangkatan pegawai dalam jabatan dan pangkat tertentu,

apabila setiap aspek penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik.

(2) Pangkat pertama pegawai UMMI setelah diangkat menjadi pegawai

tetap:

a.

Golongan Ruang l/a bagi pegawai yang serendah-rendahnya memiliki
dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Dasar
atau yang setingkat;

Golongan Ruang I/b bagi pegawai yang serendah-rendahnya memiliki
dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Lanjutan
Tingkat Pertama atau yang setingkat;

Golongan Ruang ll/a bagi pegawai yang serendah-rendahnya memiliki
dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan
Tingkat Atas, Diploma |, Akta | atau yang setingkat;

Golongan Ruang ll/b pegawai yang serendah-rendahnya memiliki
dan menggunakan Surat Tanda Tamat Belajar/ljazah Sekolah Guru
Pendidikan Luar Biasa, atau Diploma Il;

Golongan Ruang ll/c bagi pegawai yang serendah-rendahnya memiliki
ljazah Diploma lll, ljazah Sarjana Muda, ljazah Akademi, Politeknik;
Golongan Ruang lll/a, bagi pegawai yang serendah-rendahnya
memiliki dan menggunakan ljazah Sarjana (S1) atau Diploma 1V;
Golongan Ruang llI/b bagi pegawai yang serendah-rendahnya memiliki
dan menggunakan ljazah Dokter, ljazah Apoteker dan Magister (S2)
atau ijazah lain yang setara;

Golongan Ruang IV/a, bagi pegawai yang serendah-rendahnya

memiliki dan menggunakan ljazah Doktor (S3).

Pasal 23

Kenaikan Pangkat

(1) Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang memenubhi

syarat tanpa memperhatikan jabatan.

(2) Kenaikan pangkat regular terakhir diberikan kepada pegawai yang memiliki:

a.

b.

Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atau yang sederajat sampai
dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat |, Golongan Ruang ll/a;
Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
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atau yang sederajat sampai dengan pangkat Pengatur Muda Tingkat I,
Golongan Ruang ll/b;

c. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)
atau yang sederajat, Diploma | atau Akta | sampai dengan pangkat
Penata Muda Golongan Ruang ll/d;

d. ljazah SGPLB atau ljazah Diploma Il, sampai dengan pangkat Penata
Muda Tingkat | Golongan Ruang llI/b;

e. ljazah Sarjana Muda, Diploma Ill, ljazah Akademi, Politeknik
sampai dengan pangkat Penata Golongan Ruang lll/c;

f. ljazah Sarjana (S1), sampai dengan pangkat Penata Tingkat |
Golongan Ruang IV/a;

g. ljazah Magister (S2), ljazah Sarjana ditambah Pendidikan Profesi,
sampai dengan pangkat Pembina Tingkat | golongan ruang IV/c;

h. ljazah Doktor (S3), sampai dengan pangkat Pembina Utama Muda
Golongan Ruang IV/e.

Pasal 24

Pengangkatan Pertama

Pengangkatan Pertama dilakukan setelah pegawai UMMI Mengikuti kegiatan
pembinaan wajib dalam bentuk Baitul Argam sekaligus penetapan

sebagai pegawai tetap.

Pasal 25

Kenaikan Pangkat Istimewa

(1) Pegawai yang menunjukan prestasi kerja luar biasa, dapat dinaikan
pangkatnya setingkat lebih tinggi.
(2) Penetapan prestasi kerja luar biasa ditetapkan Rektor berdasarkan usulan

atau penilaian kinerja.

Pasal 26

Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah

(1) Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan dan memperoleh ijazah
lebih tinggi dari dasar pengangkatan setelah berlakunya peraturan ini dapat
disesuaikan.

(2) Kenaikan pangkat penyesuaian ljazah, dapat diberikan dengan syarat
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(1)

(2)

(1)

(2)

3)

sebagai berikut:
a. Memperoleh ijin belajar dari Rektor;
ljazah relevan dengan pekerjaan atau tugas jabatan baru;

Sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat yang dimiliki;

a o o

Penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu)

tahun terakhir.

Pasal 27
Kenaikan Pangkat Pengabdian

Pegawai yang telah mencapai batas usia pensiun dapat diberikan kenaikan

pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila yang bersangkutan

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Telah menjabat pangkat yang dimiliki sekurang-kurangnya 2 (dua)
tahun, kecuali pegawai yang telah mencapai pangkat/golongan 1V/e;

b. Penilaian kinerja sekurang-kurangnya baik selama 1 (satu) tahun
terakhir.

Penghargaan atas kenaikan pangkat pengabdian ditentukan Rektor.

Pasal 28

Kenaikan Pangkat/Golongan

Kenaikan pangkat/golongan pegawai ditetapkan setiap tanggal 1 Maret
dan 1 September.
Kenaikan pangkat/golongan merupakan hak pegawai yang didasarkan
pada penilaian kinerja pegawai yang dilakukan oleh pimpinan.
Jenis kenaikan pangkat/golongan pegawai adalah sebagai berikut:
a. Kenaikan Pangkat/Golongan Reguler
Kenaikan pangkat/golongan reguler diberikan kepada pegawai tetap
yang telah memenuhi persyaratan vyang ditentukan, tanpa
memperhatikan jabatan struktural.
1) Persyaratan kenaikan pangkat/golongan bagi Dosen:
a) telah mempunyai masa kerja golongan yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat;
b) dapat diusulkan minimal 4 tahun sejak pemberian kenaikan
pangkat sebelumnya;
c) penilaian  kinerja  sekurang-kurangnya bernilai  baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir;
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d) Telah melaksanakan catur dharma yang merupakan tugas
pokok dosen, sesuai ketentuan yang berlaku.

2) Persyaratan kenaikan  pangkat/golongan  bagi  Tenaga
Kependidikan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang:

a) telah mempunyai masa kerja golongan yang ditentukan
untuk kenaikan pangkat;

b) dapat diusulkan minimal 4 tahun sejak pemberian kenaikan
pangkat sebelumnya;

c) penilaian  kinerja  sekurang-kurangnya  bernilai  baik
dalam 2 (dua) tahun terakhir.

b. Kenaikan Pangkat/Golongan Penyesuaian

Kenaikan pangkat/golongan penyesuaian dapat dipertimbangkan

bagi dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan tenaga

penunjang yang telah menyelesaikan tugas belajar.

1) Persyaratan kenaikan pangkat/golongan penyesuaian:

a) sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat
yang dimilikinya;

b) pegawai bersangkutan diberi jabatan/tugas yang memerlukan
pengetahuan/keahlian yang diperoleh dalam pendidikan
tersebut;

c) mempunyai kondite dan prestasi kerja yang baik, penilaian
kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun
terakhir;

d) menyelesaikan masa studi lanjut sesuai dengan ketentuan
yang berlaku.

2) Kenaikan pangkat/golongan penyesuaian dapat dipertimbangkan
bagi Pegawai yang telah menyelesaikan pendidikan atas biaya
sendiri dengan syarat:

a) telah mendapat izin melanjutkan studi dari Pimpinan
Universitas secara tertulis dalam bentuk surat pernyataan
yang disetujui oleh Pimpinan dari Pegawai yang
bersangkutan;

b) bidang studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan
pelaksanaan tugas;

c) tidak mengurangi tanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas
yang diemban dan dibuktikan melalui pernyataan tertulis
dari pegawai yang bersangkutan;

d) sekurang- kurangnya 2 (dua) tahun dalam pangkat
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(1)

(2)

3)

(4)
®)

(1)

(2)

3)

(4)

yang dimilikinya;
e) penilaian  kinerja  sekurang-kurangnya bernilai  baik

dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 29

Nomor Induk Pegawai

Pegawai yang telah diangkat sebagai pegawai honorer, diberikan Nomor

Induk Pegawai (NIP) sebagai identitas pegawai di lingkungan UMMI.

NIP hanya berlaku selama pegawai yang bersangkutan menjadi pegawai

UMMIL.

NIP dinyatakan dalam lima belas digit dengan rincian sebagai berikut:

a. Digit urutan pertama dan kedua yaitu angka 13 yang menunjukan
tanggal pendirian UMMI,

b. Digit urutan ketiga dan keempat menyatakan tahun lahir pegawai;
Digit urutan kelima dan keenam menyatakan tahun masuk pegawai;
Digit urutan ketujuh sampai dengan kesepuluh menyatakan nomor urut
pegawai UMMI;

e. Digit urutan kesebelas dan seterusnya menyatakan kelompok terakhir
nomor anggota Muhammadiyah.

Contoh NIP UMMI 13-60-06-0120-982375.

NIP dicantumkan dalam surat keputusan pengangkatan.

Pasal 30

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Penerimaan pegawai tidak tetap kontrak dilakukan dengan sistem
perjanjian kerja waktu tertentu, setelah melalui prosedur dan persyaratan
penerimaan pegawai.

Jangka waktu perjanjian kerja waktu tertentu pegawai tidak tetap kontrak
adalah 1 (satu) periode kontrak selama dua tahun, dan dapat diperpanjang
satu periode dengan ketentuan berdasarkan hasil penilaian kinerja
pertahun.

Hak dan kewajiban pegawai tidak tetap kontrak ditetapkan dalam surat
perjanjian kerja waktu tertentu yang disepakati dan ditandatangani
oleh Rektor sebagai pemberi kerja dan pegawai sebagai penerima kerja.
Pegawai tidak tetap kontrak wajib mematuhi peraturan dan ketentuan

yang berlaku di lingkungan UMMI.
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®)

(1)

(2)

3)

(4)

(1)

(2)

3)
(4)

Hubungan kerja berakhir dengan berakhirnya masa kesepakatan kerja,
sebagaimana ditetapkan dalam surat perjanjian kerja, tanpa ada kewajiban

apapun dari pihak UMMI kepada pegawai bersangkutan.

Pasal 31

Hari Kerja Dalam Seminggu

Hari kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari
tersebut dinyatakan oleh UMMI dan pemerintah sebagai hari libur resmi.

Pada prinsipnya hari kerja adalah 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat
puluh) jam seminggu dengan pembagian waktu jam kerja efektif dan jam

istirahat sebagai berikut:

a. Senin s.d Jumat :07.30-15.30
b. Waktu istirahat Senin s.d Kamis :12.00-13.00
c. Waktu istirahat Jumat :11.30 -13.00

Perhitungan Beban Kerja Dosen (BKD) disesuaikan dengan rubrik BKD
dengan bobot 12 sampai dengan 16 sks/semester.

Ketentuan jam bertugas atau berkantor di luar jam kerja -efektif
bagi pegawai tetap dapat diatur sesuai kebutuhan dan penugasan

pimpinan.

BAB V
JABATAN DAN PERPINDAHAN JABATAN

Pasal 32

Jenis Jabatan

Jenis jabatan terdiri atas:

a. Jabatan struktural;

b. Jabatan fungsional.
Jabatan Struktural meliputi Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Wakil Dekan,
Direktur dan Wakil Direktur Pascasarjana, Ketua dan Sekretaris Program
Studi, Ketua dan Sekretaris Program Profesi, Ketua dan Sekretaris Program
Vokasi, Ketua dan Sekretaris Lembaga, Kepala Laboratorium, Gugus
Penjaminan Mutu Fakultas, Kepala Biro, Kepala Bagian,
Kepala dan Sekretaris UPT dibawah pengelolaan langsung UMMI.
Persyaratan Jabatan Struktural diatur dalam peraturan tersendiri.

Jabatan Fungsional:
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a. Jenjang jabatan fungsional dosen terdiri dari Asisten Ahli, Lektor,
Lektor kepala dan Guru Besar;

b. Dosen yang diangkat sebagai pegawai wajib memproses jabatan
fungsionalnya, sesuai dengan Ketentuan Dikti tentang perhitungan
angka kredit paling lambat 1 (satu) tahun setelah masa penugasan;

c. Dosen tetap yang menduduki jabatan fungsional dan telah ditetapkan
angka kreditnya diberikan tunjangan fungsional yang besarnya
sesuai dengan ketentuan UMMI;

d. Jabatan fungsional Pustakawan ahli terdiri dari Pustakawan Pratama,
Pustakawan Muda, Pustakawan Madya, Pustakawan Utama;

e. Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Ahli terdiri dari: Pranata
Laboratorium Pertama, Pranata Laboratorium Muda, Pranata
Laboratorium Madya;

f. Jabatan Fungsional Pranata Komputer ahli terdiri dari pranata
komputer ahli pertama, pranata komputer ahli muda, pranata komputer
ahli madya, pranata komputer ahli utama;

g. Jabatan Fungsional Arsiparis ahli terdiri dari arsiparis ahli pertama,

arsiparis ahli muda, arsiparis ahli madya, arsiparis ahli utama.

Pasal 33
Status Jabatan

(1) Status Jabatan Struktural terdiri dari :
a. Jabatan Tetap;
b. Jabatan Sementara;
c. Jabatan Pelaksana Harian.
(2) Penjelasan mengenai status jabatan selanjutnya diatur dalam peraturan

tersendiri.

Pasal 34

Masa Penugasan

(1) Baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap pada dasarnya bertugas
hingga mencapai batas maksimal usia pensiun/purna tugas.
(2) Batas usia pensiun/ purna tugas adalah sebagai berikut:
a. Tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan tenaga penunjang
adalah 58 (lima puluh delapan) tahun, apabila diperlukan

dapat ditugaskan kembali maksimum 2 (dua) tahun setelah dilakukan
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evaluasi sebagai pegawai tidak tetap;

Dosen dengan jabatan fungsional Asisten Ahli, Lektor dan Lektor
Kepala adalah 65 (enam puluh lima) tahun, apabila masih diperlukan
dan masih potensial untuk melaksanakan tugas, dapat diperpanjang
kembali maksimal 5 tahun dengan status sebagai dosen tidak tetap;
Dosen dengan jabatan fungsional Guru Besar adalah 70 (tujuh puluh)
tahun, dan dapat diperpanjang sampai dengan usia 75 (tujuh puluh
lima) tahun sebagai Guru Besar Emiritus, apabila masih diperlukan

dan masih potensial untuk melaksanakan tugas.

Pasal 35
Perpindahan Jabatan

(1) Mutasi dan rotasi Pegawai

Untuk pendayagunaan pegawai serta untuk mencapai tujuan operasional,

Wakil Rektor Il UMMI berwenang untuk menempatkan, memindahkan

atau mengalihtugaskan pegawai setelah melalui persetujuan Rektor.

Perpindahan tersebut dilakukan dengan memperhatikan:

a.

b
c.
d

@

Penegakan disiplin pegawai;

Peningkatan kinerja dan kompetensi;

Adanya perubahan struktur organisasi;

Pemberian kesempatan pada setiap pegawai agar mendapatkan
wawasan dan pengalaman;

Kebutuhan pegawai di unit kerja tertentu;

Pengurangan pekerjaan pada satu bagian, dan bertambahnya

pekerjaan pada bagian lain.

(2) Promosi

a. Pegawai yang memiliki prestasi kerja, potensi dan kemampuan
untuk pengembangan lebih lanjut berhak untuk mendapatkan promosi;

b. Persetujuan promosi pegawai diberikan oleh Rektor,
setelah melalui seleksi oleh bagian kepegawaian atas usulan Wakil
Rektor II.

(3) Demosi

a. Pegawai yang bekerja di bawah standar yang telah ditetapkan;

b. Posisijabatan tertentu di UMMI dihapus;

c. Bentuk teguran atau sanksi dari UMMI atas kesalahan

yang dilakukan.
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Pasal 36

Pengangkatan dan Pemberhentian Jabatan Struktural

Pengangkatan dan pemberhentian jabatan struktural ditetapkan dengan surat

keputusan Rektor.

(1)
(2)
3)

(4)

®)

(1)

(2)

(1)

BAB VI
PENILAIAN KINERJA

Pasal 37

Tujuan dan Mekanisme

Tujuan penilaian kinerja adalah dalam rangka pembinaan pegawai.
Pelaksanaan penilaian kinerja minimal dilakukan sekali dalam setahun.
Penilaian Kinerja dijadikan dasar untuk:

a. pengangkatan pegawai tetap;

b. kenaikan gaji berkala;

c. kenaikan pangkat/golongan;

d. pemberian penghargaan dan sanksi.

Penilaian Kinerja dimaksud sebagai bahan untuk perencanaan, pembinaan,
pengembangan dan evaluasi kinerja pegawai.

Mekanisme penilaian kinerja diatur dalam ketentuan tersendiri

tentang petunjuk teknis pelaksanaan.

Pasal 38

Sifat Penilaian

Penilaian kinerja bersifat rahasia dan diarsipkan sebagai dokumen
kepegawaian UMMI.

Daftar penilaian kinerja dapat diketahui oleh pegawai yang dinilai, pejabat
penilai dan atasan pejabat penilai atau pejabat lainnya yang karena tugas

atau jabatannya mengharuskan mengetahui daftar penilaian tersebut.

Pasal 39

Wewenang dan Tanggung Jawab Penilai Kinerja

Setiap pejabat penilai berkewajiban membuat perencanaan kinerja

dan memelihara segala catatan kemajuan kinerja serta terdokumentasikan
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dengan baik.

(2) Atasan pejabat penilai dapat memberikan persetujuan atau menolak
persetujuan atas hasil penilaian kinerja yang diberikan pejabat penilai,
berdasarkan pertimbangan lain yang didukung oleh data dan informasi
objektif.

Pasal 40

Aspek Penilaian

Aspek peniliaian terdiri dari:
(1) Standar Kinerja Pegawai (SKP).
(2) Perilaku dalam Bekerja.

(3) Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.

BAB Vi
PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN

Pasal 41

Pelatihan dan Pengembangan

Tujuan pelatihan dan pengembangan adalah meningkatkan efisiensi
dan produktivitas kerja pegawai, baik secara perorangan maupun secara
kelompok, dan dalam kaitannya dengan upaya UMMI untuk meningkatkan

kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Pasal 42

Pengembangan Pegawai

(1) Pengembangan pegawai dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan
serta pemahaman Al-Islam dan Kemuhammadiyahan.
(2) Pendidikan dan pelatihan terdiri dari:
a. Studilanjut;
b. Kursus, workshop, seminar, pelatihan, magang, training of trainer
(TOT).
(3) Pemahaman Al-Islam dan Kemuhammadiyahan terdiri dari:
a. Baitul Argom;
b. Darul Argom;

c. Kajian-kajian keagamaan.
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(4)

()

(1)

(2)

(1)

Pengembangan  karir pegawai  diarahkan secara  profesional
dengan menitikberatkan pada prestasi kerja, loyalitas serta obyektivitas.
Pengembangan karir pegawai terdiri dari:
a. Dosen
1. Peningkatan jabatan fungsional;
2. Peningkatan jabatan struktural;
3. Sertifikasi dosen.
b. Tenaga Kependidikan
1. Peningkatan jabatan fungsional;
2. Sertifikasi tenaga kependidikan.
c. Tenaga Administrasi
1. Peningkatan jabatan struktural;
2. Peralihan menjadi dosen bagi yang telah menduduki jabatan kepala
biro.
Penyelenggaraan pelatihan dilaksanakan sesuai dengan kedudukan
pegawai meliputi:
a. Pelatihan profesi;
b. Pelatihan teknis;
c. Pelatihan administratif, dan
d

Pelatihan leadership.

Pasal 43

Program Pengembangan

Program pengembangan dilaksanakan melalui izin studi lanjut, tugas studi
lanjut dan kursus.

Izin studi lanjut, tugas studi lanjut dan kursus diberikan pada Pegawai
Tetap yang memenuhi syarat:

a. Mempunyai prestasi kerja yang baik;

b. Menandatangani surat perjanjian izin belajar, tugas belajar dan kursus;

c. Harus sesuai dengan bidang keahlian.

Pasal 44

Hak dan Kewajiban Izin Belajar

Hak penerima izin belajar meliputi:
a. Pegawai yang mendapat izin belajar menerima dana bersumber dari

pemerintah, UMMI, diri sendiri atau donatur di luar UMMI,
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Tidak dibebastugaskan dari tanggung jawab pekerjaan serta tetap
memperoleh kompensasi sebagaimana mestinya;
Selama izin belajar berhak mengusulkan kenaikan

pangkat/golongan/jabatan fungsional.

(2) Kewajiban penerima izin belajar

a.
b.

Tetap melaksanakan beban kerja yang diembannya;

Wajib melaksanakan pengajaran maksimal 6 sks setara 1(satu) hari
kerja;

Izin belajar harus diselesaikan dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan. Waktu tugas belajar untuk S2 maksimal 4 (empat) tahun,
dan untuk S3 adalah 7 (tujuh) tahun;

Wajib menyampaikan laporan pendidikan secara periodik per semester
kepada Rektor dengan tembusan pada pimpinan langsung terkait;
Dalam hal pegawai tidak memenuhi ketentuan di atas, pegawai
bersangkutan diberhentikan dan berkewajiban mengembalikan 2 (dua)
kali seluruh biaya yang telah dikeluarkan UMMI untuk keperluan
selama masa izin belajar;

Pegawai yang menerima bantuan stimulan dari UMMI berkewajiban
mengabdi di UMMI minimal 2 tahun setelah lulus;

Pegawai yang menerima bantuan studi lanjut dalam bentuk SPP
dari UMMI berkewajiban mengabdi sampai masa pensiun;

Pegawai yang menerima bantuan studi lanjut dari pemerintah/pihak
lain di luar UMMI berkewajiban mengabdi di UMMI selama minimal 2n
(n = lamal/jangka waktu studi lanjut);

Bagi yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan
sendiri diwajibkan mengembalikan seluruh dana stimulan dan atau spp
sebesar 2 x 100% dan tidak berhak diusulkan lagi untuk pendidikan

selanjutnya.

Pasal 45

Hak dan Kewajiban Penerima Tugas Belajar

(1) Hak Pegawai yang menerima tugas belajar:

a.

Selama melaksanakan tugas belajar tetap menerima gaiji
dan tunjangan-tunjangan sesuai ketentuan yang berlaku di UMMI,
Masa tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja efektif;

Biaya pendidikan selama tugas belajar bersumber dari beasiswa

pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku;
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d. Pegawai yang melaksanakan tugas belajar berhak mendapatkan biaya
stimulan pendidikan dari UMMI yang besarnya ditetapkan
melalui keputusan rektor;

e. Selama melaksanakan tugas belajar yang bersangkutan
dibebastugaskan dari kewajiban mengajar dan tugas-tugas lain
yang berkaitan dengan tugas akademik, kecuali dalam keadaan luar
biasa rektor dapat mengambil keputusan lain.

(2) Kewajiban pegawai yang menerima tugas belajar:

a. Tugas  belajar harus diselesaikan dalam jangka  waktu
yang telah ditetapkan. Waktu tugas belajar untuk S2 maksimal 4
(empat) tahun, dan untuk S3 adalah 7 (tujuh) tahun;

b. Wajib menyampaikan laporan pendidikan secara periodik per semester
kepada Rektor dengan tembusan pada pimpinan langsung terkait;

c. Dalam hal pegawai tidak memenuhi ketentuan di atas, pegawai
bersangkutan diberhentikan dan berkewajiban mengembalikan 2 (dua)
kali seluruh biaya yang telah dikeluarkan UMMI untuk keperluan
selama masa tugas belajar;

d. Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan tugas belajar waijib
mengembalikan biaya sebesar 2 x 100% dari seluruh biaya yang telah
dikeluarkan universitas dan tidak berhak diusulkan lagi
untuk pendidikan selanjutnya;

e. Pegawai yang menerima bantuan studi lanjut dari UMMI berkewajiban
mengabdi sampai masa pensiun;

f. Pegawai yang menerima bantuan studi lanjut dari pemerintah/pihak
lain di luar UMMI berkewajiban mengabdi di UMMI selama minimal 2n
(n = lamal/jangka waktu studi lanjut);

g. Pegawai yang menerima bantuan stimulan dari UMMI berkewajiban
mengabdi di UMMI minimal 2 tahun setelah lulus;

h. Bagi yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan karena kesalahan
sendiri diwajibkan mengembalikan biaya sebesar 2x100% dari seluruh
biaya yang telah dikeluarkan UMMI dan tidak berhak diusulkan lagi

untuk pendidikan selanjutnya.

Pasal 46

Hak dan Kewajiban Izin Kursus

(1) Hak penerima izin kursus meliputi:

a. Pegawai yang mendapat izin kursus menerima dana bersumber dari
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(2)

(1)

(2)

3)

UMMI, diri sendiri atau donatur di luar UMMI;

b. Tidak dibebastugaskan dari tanggung jawab pekerjaan serta tetap
memperoleh kompensasi sebagaimana mestinya;

c. Selama izin kursus berhak mengusulkan kenaikan
pangkat/golongan/jabatan fungsional.

Kewaijiban

a. Pegawai wajib menyampaikan laporan akhir pendidikan;

b. Pegawai yang menerima izin kursus berkewajiban bekerja kembali
di lingkungan UMMI.

Pasal 47
Bantuan Studi Lanjut S3

Pemberian Bantuan Studi Lanjut untuk jenjang S3 bagi Pegawai
di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sukabumi, yaitu minimal biaya
SPP sebesar Rp. 5.000.000 atau maksimal 50% dari Biaya SPP
per semester sampai 6 (enam) semester;

Penerima Bantuan Biaya Studi bagi Pegawai Universitas Muhammadiyah

Sukabumi, yaitu:

a. Pegawai yang tidak dapat mengikuti seleksi beasiswa dikarenakan
usia yang melebihi ketentuan dari pemberi beasiswa;

b. Pegawai yang tidak lolos seleksi beasiswa namun telah ditugaskan
atau diberi izin belajar oleh pimpinan (dibuktikan dengan Surat Tugas
atau Surat Izin Studi Lanjut);

c. Perguruan tinggi dan program studi tujuan minimal terakreditasi B
atau Baik Sekali.

Ketentuan bagi Pegawai yang mendapat bantuan biaya Studi S3, yaitu:

a. Wajib kembali dan mengabdi ke UMMI sampai pensiun
dengan menandatangani Surat Perjanjian di atas materai 10.000;

b. Pegawai yang tidak dapat menyelesaikan studinya sampai habis batas
masa studi, wajib mengembalikan bantuan biaya studi
yang telah diterima;

c. Pemberian bantuan dihentikan apabila dalam perjalanan studi
Pegawai yang bersangkutan mendapatkan beasiswa dari sumber

lainnya.
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BAB Vil
PEMELIHARAAN PEGAWAI

Pasal 48

Tujuan Pemeliharaan Pegawai

Pemeliharaan Pegawai di UMMI bertujuan memberikan kesejahteraan jasmani

dan rohani pegawai beserta keluarganya, agar mampu melaksanakan tugas

dan kewajiban dengan sebaik-baiknya.

(1)

(2)

Pasal 49

Jenis Pemeliharaan

Pemeliharaan yang bersifat materiil, yaitu segala sesuatu yang diterima
oleh Pegawai untuk kebutuhan jasmani antara lain:

a. Penghasilan;

b. Kesejahteraan.

Pemeliharaan yang bersifat non materiil, yaitu segala sesuatu
yang diterima oleh Pegawai untuk dapat menumbuhkan motivasi dalam

meningkatkan kinerja.

Pasal 50

Gaji Pegawai

(1) Penghasilan Pegawai UMMI berdasarkan jenis penghasilan terdiri dari:

a. Gaiji Pokok;
b. Tunjangan;

c. Honorarium.

(2) Ketentuan tentang Penggajian UMMI diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 51

Lembur

Uang lembur diberikan dengan ketentuan lembur sebagai berikut:

(1) Pelaksanaan kerja lembur harus atas perintah atasan yang berwenang

dengan menggunakan Surat Perintah Kerja Lembur resmi tertulis
dan telah disetujui oleh Pegawai bersangkutan, minimal 2 (dua) jam sehari

maksimal 3 (tiga) jam sehari, maksimal 40 jam sebulan, kecuali dalam hal
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(2)

3)

(4)
®)

(6)

(1)

(2)

3)

(4)

®)

(6)

(1)

pekerjaan yang apabila tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan
kerugian besar dan atau akan membahayakan.

Pegawai yang dapat melaksanakan lembur adalah tenaga kependidikan,
tenaga administrasi dan tenaga penunjang.

Surat Perintah Kerja Lembur harus diterbitkan setidaknya satu jam sebelum
pekerjaan lembur dilaksanakan pimpinan unit kerja masing-masing.

Pegawai melaksanakan pekerjaan lembur wajib mengisi absensi.

Pegawai yang akan melaksanakan lembur wajib membuat perencanaan
kerja.

Pegawai yang melaksanakan pekerjaan lembur wajib membuat laporan

Kerja Lembur.

Pasal 52
Kebijakan Penggajian

UMMI menyusun dan menetapkan sistem penggajian pegawai.

Penetapan gaji pegawai didasarkan kepada jenjang pendidikan, masa
kerja, keahlian, kecakapan, kinerja, pangkat dan golongan.

Penetapan penggajian khusus untuk jabatan baru/pegawai baru
yang diangkat pada pertengahan bulan (sebelum atau pada tanggal 15)
maka dibayar 100% sesuai ketentuan.

Peninjauan gaji setiap pegawai dilakukan pertahun berdasarkan pada hasil
evaluasi prestasi kerja, produktivitas, kompetensi, promosi, demosi,
serta kemampuan UMMI.

Gaji pegawai terdiri dari gaji pokok, tunjangan dan honorarium
yang disesuaikan dengan peraturan UMMI.

ketentuan gaji pokok diupayakan minimal sesuai dengan UMK/upah

Minimum Kota yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 53

Potongan dan Subsidi

Potongan penghasilan terdiri dari:

a. Pembayaran pajak;

luran Jaminan Hari Tua dan Kesehatan;

luran anggota persyarikatan Muhammadiyah;

luran kegiatan tidak tetap persyarikatan Muhammadiyah;
Infak;

®© a o T
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(2)

(1)

(2)

(1)

(2)

f. Dan lain-lain.
UMMI memberikan subsidi berupa jaminan kesehatan

dan ketenagakerjaan.

Pasal 54

Kenaikan Gaji Berkala

Pegawai yang telah memenuhi syarat-syarat dapat dipertimbangkan

untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala.

Syarat-syarat untuk mendapatkan kenaikan gaji berkala adalah:

a. Telah mencapai masa kerja golongan yang ditentukan dalam daftar
gaji pokok yang diatur dalam surat keputusan Rektor;

b. Diusulkan setiap 2 (dua) tahun yang didasarkan pada penilaian kinerja
dan didasarkan pada usulan atasan langsung pegawai bersangkutan;

c. Penilaian Kinerja pegawai selama 2 tahun serendah- rendahnya

bernilai Baik.

Pasal 55
Gaji Selama Sakit

Gaji selama sakit diberikan kepada pegawai yang menderita sakit
sehingga tidak dapat masuk kerja berdasarkan surat keterangan dokter.
Aturan untuk Pegawai tetap:

a. Selama Pegawai tidak dapat masuk kerja karena sakit, dirawat
di rumah sakit atau dalam perawatan Dokter, kepada pegawai
diberikan gaji sebagai berikut:

1) Untuk 4 (empat) bulan pertama 100% dari total gaiji;

2) Untuk 4 (empat) bulan kedua 75% dari total gaji;

3) Untuk 4 (empat) bulan ketiga 50% dari total gaiji;

4) Untuk bulan selanjutnya 25% dari total gaji, sebelum
pemberhentian pegawai oleh pejabat yang berwenang.

b. Untuk selanjutnya setelah melewati waktu sebagaimana tersebut butir
a 4) di atas, pegawai bersangkutan diberhentikan dengan hormat
dan mendapatkan pesangon sebagaimana diatur/ditetapkan
dalam UU RI No 13 tahun 2003 tanggal 25 Maret 2003
tentang Ketenagakerjaan.

c. Pegawai tidak tetap

Apabila pegawai tidak tetap tidak dapat masuk kerja karena sakit,
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(1)

(2)

(1)

(2)

3)

(1)

(2)

3)

dirawat di rumah sakit atau perawatan dokter sampai dengan tiga
bulan, maka upah selama tiga bulan sakit dibayarkan penuh

dan selanjutnya akan dilakukan pemutusan hubungan kerja.

Pasal 56
Waktu Pembayaran Gaji

Gaji dibayarkan maksimal pada tanggal 30 setiap bulan melalui bank
yang ditunjuk oleh UMMI.

Bilamana hari pembayaran gaji tersebut jatuh pada Hari Sabtu, Minggu
atau hari libur besar lainnya, pembayaran akan dilakukan satu hari

sebelumnya.

Pasal 57

Kesejahteraan Pegawai

UMMI menyediakan beberapa fasilitas dan sarana penunjang di lingkungan
UMMI seperti poliklinik, sarana olahraga, tempat ibadah, Kkoperasi,
mini market, kantin, ruang laktasi dan lain-lain.

UMMI memberikan kesempatan kepada Pegawai untuk melakukan
kegiatan olahraga dan kesenian sepanjang tidak mengganggu aktivitas
kerja dan mendapat izin dari atasan yang bersangkutan. UMMI
akan membantu dan mendorong para pegawai berprestasi di bidang
olahraga dan kesenian baik secara moril maupun materiil.

UMMI memberikan waktu kepada para pegawai untuk beribadah.

Pasal 58

Pinjaman dengan Pihak Ketiga

UMMI memfasilitasi pegawai tetap untuk mendapatkan pinjaman dari pihak
ketiga.

Syarat mutlak untuk mendapatkan pinjaman adalah menjaminkan ijazah
asli pendidikan terakhir sampai pegawai tersebut menyelesaikan
kewajibannya.

Ketentuan lain mengenai pinjaman dengan pihak ketiga dibuat dalam

kesepakatan antara pegawai dan pimpinan UMMI.
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(2)
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(4)
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(2)

3)

(1)

(2)

3)

(1)

Pasal 59

Bantuan Pinjaman Darurat

Pinjaman darurat dapat diberikan UMMI kepada pegawai, dengan tujuan
membantu apabila pegawai tersebut atau keluarga pegawai perlu
untuk studi lanjut dan musibah.

Bantuan pinjaman darurat dapat diberikan dengan mempertimbangkan
kondisi keuangan UMMI.

Pinjaman darurat hanya diberikan kepada pegawai tetap dengan
persyaratan tertentu.

Persetujuan pemberian pinjaman darurat adalah mutlak merupakan hak

prerogatif Rektor.

Pasal 60

Bantuan Duka Cita

Bantuan dukacita diberikan kepada pegawai apabila Pegawai atau anggota
keluarga pegawai atau orang tua kandung meninggal dunia, dapat berupa
dana atau dukungan fasilitas (pengurusan jenazah, perlengkapan rumah
duka, kendaraan, dll).

Dalam hal pegawai meninggal dunia, bantuan diberikan kepada ahli waris
yang sah yang terdaftar di Bagian Kepegawaian.

Besarnya bantuan duka cita diatur di dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 61

Bantuan Pernikahan

Bantuan pernikahan diberikan kepada pegawai untuk pernikahan pertama
yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di UMMI.

Bantuan pernikahan hanya diberikan kepada salah satu pihak
jika pernikahan terjadi antar pegawai di lingkungan UMMI.

Besarnya bantuan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 62

Bantuan Melahirkan

Bantuan melahirkan diberikan kepada pegawai UMMI atau istri pegawai

UMMI sampai dengan anak ketiga.
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(1)

(2)

3)

(1)

(2)

Bantuan melahirkan hanya diberikan kepada salah satu pihak jika suami
dan isteri merupakan pegawai UMMI.

Besarnya bantuan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 63

Bantuan Sakit

Bantuan sakit diberikan kepada pegawai UMMI, isteri/suami/anak pegawai
UMMIL.
Besarnya bantuan sakit yang diberikan kepada pegawai UMMI berbeda
dengan tunjangan sakit yang diberikan kepada anggota keluarga pegawai
UMMI.

Besarnya bantuan sakit diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 64
Tunjangan Hari Raya Idul Fitri

Besarnya tunjangan hari raya idul fitri yang diberikan universitas
adalah minimal 1 (satu) bulan gaji pokok pegawai ditambah tunjangan
fungsional/tunjangan struktural berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Besarnya tunjangan hari raya idul fiti yang diberikan unit kerja

di lingkungan UMMI maksimal 1 (satu) bulan gaji pokok pegawai.

Pasal 65

Kesejahteraan Bersifat Non Materiil

Kesejahteraan yang bersifat non materiil antara lain meliputi:

(1)
(2)
3)

(1)
(2)

3)

Penghargaan.
Izin dan cuti.

Rekreasi.

Pasal 67

Cuti Pegawai

Pegawai UMMI berhak mendapatkan cuti.
Cuti terdiri dari cuti tahunan, cuti besar, cuti bersalin, cuti sakit, cuti
dengan alasan penting, cuti di luar tanggungan.

Pengajuan cuti diserahkan minimal 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan,
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(6)

(7)

(8)

(1)

(2)
3)

(4)

kecuali dalam kondisi darurat.

Cuti tidak dapat digabungkan dengan cuti lainnya pada tahun yang sama.

Pasal 68

Cuti Tahunan

Berlaku bagi pegawai tetap UMMI.

Mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, lamanya
cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kerja untuk pegawai 6 (enam) hari
kerja dalam satu minggu dan 10 (sepuluh) hari kerja untuk pegawai 5 (lima)
hari kerja dalam satu minggu, dan tidak dapat dipecah-pecah
hingga jangka waktu kurang dari 3 (tiga) hari kerja.

Cuti tahunan tidak dapat diuangkan dan/atau diakumulasikan pada periode
tahun berikutnya.

Cuti tahunan terbagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu cuti massal dan cuti
pribadi.

Apabila  Pegawai dalam masa pengambilan cuti  tahunan
yang bersangkutan mengalami sakit/hal-hal lain yang termasuk dalam Izin
Meninggalkan Pekerjaan dengan Gaji, maka cuti/izin yang dimaksud di atas
tidak dapat ditambahkan sebagai hari cuti tahunan.

Apabila Pegawai mengambil izin meninggalkan pekerjaan secara
mendadak dan Pegawai masih memiliki sisa hak cuti tahunannya,
maka Pegawai tidak dapat dikenakan izin meninggalkan pekerjaan tanpa
gaji melainkan harus dipotong terlebih dulu hak cuti tahunannya.

Masa terbit dan berakhirnya hak cuti tahunan disesuaikan dengan tahun
berjalan.

Hak cuti menjadi gugur apabila Pegawai tidak mengambil haknya

pada tahun berjalan.

Pasal 69

Cuti Besar

Pegawai tetap yang telah bekerja selama enam tahun secara
terus menerus berhak mendapat cuti besar selama 2 (dua) bulan.

Cuti besar dapat diambil minimal setiap 4 (empat) tahun sekali.

Pengajuan cuti besar minimal 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan tahun
akademik baru.

Pemberian izin cuti besar diserahkan kepada kebijakan pimpinan UMMI.
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Pasal 70
Cuti Melahirkan

Cuti melahirkan adalah hari-hari istirahat pegawai diberikan selama 3 (tiga)
bulan kalender.

Hari-hari istirahat pegawai karena gugur kandungan hanya dapat diambil
maksimum 1,5 (satu setengah) bulan sejak kondisi gugur kandungan terjadi
berdasarkan surat keterangan dokter kandungan atau bidan
yang merawatnya.

Perpanjangan cuti melahirkan sampai maksimal 3 (tiga) bulan
dapat diberikan berdasarkan keadaan yang dapat membahayakan
pegawai, atas dasar surat keterangan dari dokter dan berlaku ketentuan
gaji selama sakit. Dalam hal dibutuhkan perpanjangan cuti melahirkan lebih
dari 3 (tiga) bulan, maka untuk bulan ke-4 (ke empat) dan seterusnya
akan diperhitungkan sebagai sakit berkepanjangan.

Cuti melahirkan dapat diambil dengan mengajukan surat permohonan cuti
melahirkan minimal 2 (dua) minggu sebelum dimulainya cuti termaksud
dan melampirkan surat keterangan dokter/bidan yang merawatnya.

Hak cuti melahirkan tidak dapat diakumulasikan dengan hari-hari cuti/izin
lainnya yang berlaku di universitas (contoh: cuti massal yang jatuh pada

saat cuti melahirkan).

Pasal 71
Cuti Sakit

Cuti sakit diberikan berdasarkan surat keterangan dokter yang menyatakan
Pegawai tersebut memerlukan perawatan/istirahat di rumah.

Pegawai sakit lebih dari 14 (empat belas) hari harus mengajukan
permintaan cuti sakit secara tertulis dengan dilampiri surat keterangan
dokter.

Pegawai mengalami kecelakaan dan perlu mendapat perawatan berhak
atas cuti sakit sampai dengan yang bersangkutan sembuh, berlaku aturan
gaji.

Pegawai tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 1 (satu) hari, waijib
menyerahkan surat keterangan dokter, dan diberi waktu istirahat
sesuai dengan keterangan tersebut.

Pegawai tidak melaksanakan ketentuan seperti tersebut pada ayat 1 di atas

dianggap izin biasa yang diperhitungkan ke hak cuti tahunan.
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Pasal 72

Cuti diluar tanggungan

Cuti diluar tanggungan untuk kepentingan pribadi’keluarga pegawai
dapat diberikan maksimal 3 (tiga) bulan, dengan syarat pegawai
bersangkutan telah bekerja minimal 3 (tiga) tahun secara terus menerus.
Cuti diluar tanggungan dapat diberikan hanya jika alasan pegawai
dianggap layak, tidak mengganggu kegiatan UMMI, dan persetujuan
diberikan oleh Rektor.

Dalam hal cuti diluar tanggungan diajukan untuk jangka waktu 1 (satu)
bulan atau lebih, maka persetujuan pengajuan diberikan Rektor.

Selama meninggalkan pekerjaan sesuai yang dimaksud pada ayat (1)
maupun (3) di atas, kepada pegawai bersangkutan tidak dibayarkan gaiji
serta pendapatan lain yang berhubungan dengan pekerjaan jabatannya.
Setelah berakhirnya izin pada ayat (1) di atas, pegawai bersangkutan
masih dapat menempati posisi/jabatan semula atas kesepakatan kedua
belah pihak (UMMI dan pegawai), bila memang posisi semula masih
tersedia.

Pengajuan cuti diluar tanggungan diserahkan minimal 1 (satu) bulan

sebelum pelaksanaan.

Pasal 73

Izin Meninggalkan Pekerjaan dengan Gaji

Pegawai dapat diberi izin untuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapat

gaji untuk keperluan-keperluan seperti tersebut di bawah ini:

a. Pernikahan pegawai : 6 (enam) hari kerja
b. Pernikahan anak sah pegawai : 3 (tiga) hari kerja
c. lIstri pegawai melahirkan atau keguguran : 3 (tiga) hari kerja
d. Khitanan Anak : 3 (tiga) hari kerja
e. Kematian keluarga

1) Suami/istri, anak, orangtua pegawai : 3 (tiga) hari kerja
dua) hari kerja

f. Pegawai tertimpa musibah

3
2) Mertua, saudara kandung, menantu : 2

2 (dua) hari kerja

2

(
(
(

g. Pernikahan kakak/adik kandung (dua) hari kerja

h. Hari ujian sidang studi pegawai : 2 (dua) hari kerja

Untuk pengurusan keperluan-keperluan pribadi yang melebihi ketentuan di

atas, yang dipandang layak oleh UMMI, kepada Pegawai dapat
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mengajukan cuti tahunan.

Pasal 74

Izin Khusus

Izin khusus terdiri dari:

a. lzin khusus karena penugasan negara;

b. Izin khusus berkegiatan diluar UMMI.

Izin khusus karena penugasan negara diberikan UMMI kepada pegawai
untuk meninggalkan pekerjaan dengan mendapatkan gaji pokok
untuk keperluan-keperluan tertentu demi kepentingan nasional, regional,
maupun internasional sesuai dengan waktu yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan penugasan tersebut yang dibuktikan dengan surat
penunjukan/penugasan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Izin khusus karena penugasan negara atas sepengetahuan Rektor.

Izin berkegiatan di luar UMMI diberikan kepada pegawai
dengan persetujuan Rektor atas dasar pengajuan dari pegawai
yang bersangkutan.

Pegawai yang berkegiatan di luar UMMI tanpa persetujuan Rektor akan

diberikan sanksi.

Pasal 75

Izin Menunaikan Ibadah Haji atau Umroh

Pegawai mendapat dispensasi khusus untuk menunaikan ibadah haiji,
maksimal selama 60 (enam puluh) hari kalender dengan tetap
mendapatkan gaji;

Pegawai yang akan menunaikan ibadah umroh diberikan izin selama 15

hari kerja.

Pasal 76

Izin Meninggalkan Pekerjaan pada Jam Kerja

Untuk kepentingan pribadi pegawai sifatnya mendesak, maka pegawai
dapat mengajukan izin meninggalkan pekerjaan untuk jangka waktu
maksimal 4 (empat) jam dalam 1 (satu) hari kerja dan hanya dapat
dilakukan maksimal 2 (dua) kali dalam 1(satu) bulan.

Permohonan izin ayat (1) di atas diajukan kepada atasan langsung
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Pegawai.
Atasan langsung dapat menolak untuk memberikan izin apabila alasan
Pegawai tidak dianggap mendesak dan/atau akan mengganggu kegiatan

operasional.

BAB IX
FASILITAS DAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI

Pasal 77

Koperasi Pegawai

Dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja perlu ditunjang
dengan peningkatan kesejahteraan pegawai melalui Koperasi Pegawai.
Pengelolaan Koperasi Pegawai merupakan unit otonom dan mandiri,
yang kepengurusannya ditentukan dan dipilih oleh anggota.

Dalam pengelolaan koperasi pegawai, Rektor bertindak sebagai Pembina.
Rektor turut mendorong dan membantu ke arah tumbuh

dan berkembangnya Koperasi Pegawai.

Pasal 78
Ibadah

Untuk melaksanakan kegiatan ibadah, UMMI memfasilitasi sarana
keagamaan.
Untuk pelaksanaan ibadah serta pembinaannya di bawah koordinasi

Lembaga Al Islam dan Kemuhammadiyahan.

Pasal 79

Rekreasi

UMMI menyelenggarakan kegiatan rekreasi atau yang sejenisnya
untuk pegawai sesuai dengan kemampuan UMMI.
Pelaksanaan kegiatan rekreasi atau yang sejenisnya ditetapkan lebih lanjut

dalam ketentuan internal.
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Pasal 80

Kesehatan Pegawai

Pegawai mendapatkan jaminan Kesehatan melalui BPJS dengan iuran
setiap bulan.
UMMI berkewajiban memberikan subsidi sesuai dengan aturan

perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

Pensiun Pegawai

Pegawai mendapatkan dana pensiun melalui BPJS Ketenagakerjaan
dengan iuran setiap bulan.

UMMI berkewajiban memberikan subsidi sesuai dengan aturan
perundang-undangan yang berlaku.

Pegawai tetap yang memasuki usia pensiun berhak memperoleh imbalan
pascakerja yang bersumber dari UMMI.

Besaran imbalan pascakerja berdasarkan perhitungan aktuaris.

Pasal 82

Seragam Kerja

Setiap pegawai mengenakan seragam.
Seragam pegawai diberikan oleh UMMI.
Pengadaan seragam berdasarkan anggaran UMMI.

Waktu pemakaian seragam berdasarkan jadwal yang ditentukan.

Pasal 83

Keselamatan Kerja

Pegawai wajib mengutamakan keselamatan kerja.

Peralatan keselamatan kerja pegawai difasilitasi oleh UMMI.

Peralatan keselamatan kerja disesuaikan dengan kebutuhan, tugas
dan ruang lingkup kerja Pegawai.

Peralatan keselamatan kerja tidak boleh digunakan untuk keperluan

pribadi.
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Pasal 84

Perselisihan Pegawai

Perselisihan pegawai diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat
melalui bipartif dan tripartite.

Perselisihan yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah
dapat diselesaikan dengan jalur hukum.

Selama proses hukum belum selesai, hak pegawai tetap diberikan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 85

Persatuan Pegawai UMMI

Persatuan Pegawai UMMI berkedudukan sebagai mitra universitas
dalam pengembangan sumberdaya manusia.
Struktur organisasi dan tata kerja persatuan pegawai UMMI ditetapkan

dengan keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan BPH.

BAB X
KEWAJIBAN

Pasal 86
Kewajiban UMMI

Memberikan hak-hak finansial maupun non finansial pegawai
sesuai dengan peraturan.

Memelihara hubungan kerja yang selaras dan harmonis demi terwujudnya
ketenteraman dan ketenangan kerja.

Memberikan kesempatan studi lanjut, pelatihan serta mengembangkan
karir.

Mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.
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BAB Xl
PENGHARGAAN

Pasal 87

Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada pegawai yang telah melaksanakan tugas

dengan menunjukan prestasi kerja dalam rentang waktu tertentu.

Pasal 88

Jenis Penghargaan

Jenis penghargaan dapat berupa:
(1) Finansial dan non finansial.

(2) Tanda kehormatan.

BAB Xli
DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 89

Tujuan Disiplin

Setiap pegawai diwajibkan mentaati segala peraturan yang berlaku.

Pasal 90

Dasar Tindakan Disiplin

Dasar pengenaan tindakan disiplin, yaitu:

(1) Kewajiban-kewajiban pegawai.

(2) Jenis pelanggaran.
(3) Tingkat pelanggaran.
(4) Sanksi.

Pasal 91
Tindakan Disiplin

(1) Penegakan disiplin bersifat mendidik, membina, memperbaiki.

(2) Pegawai yang melanggar peraturan dikenakan sanksi.
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Pasal 92
Tingkat Pelanggaran

(1)  Tingkat pelanggaran disiplin meliputi:
a. Pelanggaran Ringan;
b. Pelanggaran Sedang;
c. Pelanggaran Berat.

(2) Jenis-jenis pelanggaran diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 93

Jenis Sanksi

Jenis sanksi yang dapat dikenakan adalah sebagai berikut:
(1) Sanksi administrasi, yaitu:
a. Peringatan lisan maksimal tiga kali dalam waktu 1 (satu) bulan;
b. Surat peringatan pertama dengan batas toleransi 1 (satu) bulan;
c. Surat peringatan kedua dengan batas toleransi 1 (satu) bulan;
d. Surat peringatan ketiga sekaligus pemutusan hubungan kerja.
(2) Sanksi demosi yaitu:
a. Penurunan pangkat dan jabatan;
b. Penangguhan kenaikan pangkat dan jabatan.
(3) Sanksi ganti rugi bagi pegawai yang melakukan pelanggaran

yang mengakibatkan kerugian material.

Pasal 94

Masa Berlaku Sanksi

Masa berlaku jenis sanksi sebagai berikut:

(1) Setiap sanksi administrasi yang dijatuhkan berlaku selama 1 (satu) bulan.

(2) Pemberian sanksi demosi berlaku selama 1 (satu) tahun akademik.

(3) Sanksi ganti rugi diselesaikan langsung atau bertahap sesuai
dengan kesepakatan.

(4) Pemberian sanksi kepada pegawai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
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Pasal 95

Mekanisme Pengenaan Sanksi

(1) Kepala Biro Kepegawaian berhak memanggil pegawai yang melanggar
peraturan;

(2) Sanksi dikenakan sesuai pasal 92.

Pasal 96

Pelaporan

Pelaporan atas pelanggaran disampaikan oleh pimpinan unit kerja kepada

Kepala Biro administrasi umum dan kepegawaian.

Pasal 97

Pemeriksaan

(1) Tim etik melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran berat.

(2) Pemeriksaan dihadiri oleh tim etik, pegawai bersangkutan, atasan langsung
dan saksi.

(3) Pemanggilan pegawai yang diduga melanggar disiplin dilakukan maksimal
3 (tiga) kali.

(4) Pegawai yang tidak memenuhi panggilan ketiga langsung diberikan sanksi.

(5) Usulan penjatuhan sanksi disampaikan oleh tim etik disertai bukti-bukti

dan berita acara pemeriksaan kepada Rektor melalui Wakil Rektor 1.

Pasal 98

Keberatan Atas Sanksi

(1) Pegawai yang dijatuhi sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis
kepada Rektor melalui Wakil Rektor Il dalam jangka waktu 14 (empat
belas) hari terhitung tanggal keputusan sanksi.

(2) Rektor melalui Wakil Rektor Il wajib memberikan tanggapan atas keberatan
yang diajukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak
diterimanya surat keberatan.

(3) Rektor mengambil keputusan atas keberatan yang diajukan dalam jangka

waktu 5 (lima) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat keberatan.
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Pasal 99

Pejabat yang berwenang memberi Sanksi

Pejabat yang berwenang memberi sanksi terhadap pegawai yang melakukan

pelanggaran disiplin, adalah:

(1)
(2)
3)
(4)

(1)

(2)
3)

(1)
(2)

3)
(4)

®)
(6)

Kepala Unit Kerja untuk memberikan sanksi ringan.

Rektor untuk memberikan sanksi sedang.

Pengurus Badan Pembina Harian untuk memberikan sanksi berat.
Koordinator LLDIKTI bagi Dosen DPK.

Pasal 100
Kode Etik Pegawai

Kode Etik Pegawai adalah pedoman sikap, tingkah laku, perbuatan
di dalam dan/atau di luar kampus.

Kode etik pegawai akan diatur dalam Keputusan Senat Universitas.
Pembinaan Kode Etik Pegawai tidak boleh bertentangan dengan visi, misi

dan tujuan Universitas.

BAB Xlil
PEMBERHENTIAN PEGAWAI

Pasal 101

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri

Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri adalah hak pegawai.
Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri bagi pegawai dengan masa kerja
kurang dari 2 (dua) tahun wajib mengembalikan tiga kali dari seluruh
penghasilan yang telah diterima dari UMMI.

Surat permohonan berhenti ditujukan kepada Rektor.

Rektor memberikan keputusan atas permohonan dalam masa 1 (satu)
bulan.

BPH mengeluarkan keputusan pemberhentian sesuai usulan Rektor.
Pemberhentian atas permintaan sendiri bagi pegawai yang memiliki masa
kerja lebih dari 5 (lima) tahun dengan kinerja baik berhak mendapatkan

uang pisah sesuai dengan ketentuan UMMI.
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Pasal 102

Pemberhentian karena mencapai Batas Usia Pensiun

(1) Batas usia maksimal pensiun pegawai UMMI sebagaimana tercantum
dalam pasal 34 ayat 2.

(2) Pegawai yang memasuki pensiun berhak atas dana BPJS dan imbalan
pasca kerja yang dibayarkan oleh UMMI pada saat pegawai diberhentikan

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 103

Pemberhentian karena perubahan Organisasi

(1) Kriteria pegawai yang diberhentikan karena perubahan organisasi adalah:
a. Pegawai yang kehilangan jabatan;
Pegawai yang kompetensi tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi;

Pegawai yang memiliki kinerja tidak baik;

a o o

Pegawai yang memegang pekerjaan yang karakteristiknya tidak
penting;
e. Kiriteria lain yang dapat diterima.
(2) Pegawai yang diberhentikan karena perubahan organisasi berhak atas
pesangon, yang dibayarkan sekali pada saat pegawai diberhentikan

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 104

Pemberhentian Secara Tidak Hormat

(1) Ketentuan-ketentuan pemberhentian secara tidak hormat adalah:
a. Melanggar Qoidah PTM,;
b. Melanggar ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di UMMI,
c. Tersangkut perkara pidana berdasarkan keputusan pengadilan

yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

d. Melakukan pelanggaran dalam jabatan;

(2) Pegawai yang diberhentikan secara tidak hormat wajib menyelesaikan
kewajiban-kewajiban yang berhubungan dengan UMMI dan/atau pihak
ketiga.
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Pasal 105

Pemberhentian karena meninggalkan Tugas

Pegawai yang meninggalkan tugas selama 2 (dua) bulan terus menerus
dan tidak mendapat izin dari pimpinan UMMI diberhentikan dengan tidak
hormat.

Pegawai sebagaimana dalam ayat (1) apabila dalam waktu 2 (dua) bulan
melaporkan kepada pimpinan UMMI tentang ketidakhadirannya
dengan alasan yang dapat diterima dapat dipekerjakan kembali ke unit
kerjanya.

Pegawai sebagaimana dalam ayat (2) apabila dalam waktu 2 (dua) bulan
melaporkan kepada pimpinan UMMI dengan alasan yang tidak dapat

diterima tentang ketidakhadirannya dapat diberhentikan dengan hormat.

Pasal 106
Pemberhentian

karena Tidak Cakap Jasmani dan Rohani

Pemberhentian dilakukan karena kondisi jasmani dan rohani pegawai

dinilai tidak memenuhi syarat kompetensi pekerjaan.

Kriteria pegawai yang diberhentikan karena tidak cakap jasmani dan rohani

adalah:

a. Tidak dapat bekerja kembali dalam semua jabatan
karena kesehatannya;

b. Menderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri
atau lingkungan kerjanya;

c. Setelah berakhir cuti kerja tidak mampu bekerja kembali.

Pernyataan ketidakcakapan jasmani dan rohani dikeluarkan oleh dokter

yang ditunjuk oleh Rektor.

Hak dan kewajiban pegawai yang diberhentikan karena tidak cakap

jasmani dan rohani adalah:

a. Berhak mendapat pesangon sesuai dengan ketentuan yang berlaku
(undang-undang ketenagakerjaan);

b. Berhak atas pelayanan kesehatan sampai masa 3 (tiga) bulan setelah

pemberhentian melalui iuran BPJS.
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Pasal 107

Pemberhentian karena meninggal Dunia

Pegawai yang meninggal dunia dengan sendirinya diberhentikan
dengan hormat sebagai pegawai.
Ahli waris pegawai yang meninggal dunia memperoleh dana BPJS

dan imbalan pasca kerja.

Pasal 108

Pemberhentian karena Ketidakmampuan Organisasi

Pemberhentian  karena  ketidakmampuan organisasi  disebabkan
karena UMMI tidak memiliki kemampuan secara ekonomis
untuk memberikan kompensasi kepada pegawai atas putusan pengadilan.
Pemberhentian pegawai karena ketidakmampuan Organisasi terdiri
dari pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.

Pemberhentian sementara dilakukan apabila UMMI dinyatakan tidak
mempunyai kemampuan secara ekonomis dalam jangka waktu tertentu
dan diharapkan dapat memperbaiki kondisinya kembali, sehingga pegawai
yang diberhentikan sementara dapat ditarik kembali.

Pemberhentian tetap dilakukan apabila UMMI dinyatakan bangkrut
atau tidak bisa memperbaiki kondisinya dalam waktu yang ditentukan
oleh pihak yang berwenang, sehingga harus memberhentikan secara tetap
pegawainya.

Jenis dan besarnya pesangon yang akan dibayarkan kepada pegawai
yang diberhentikan ditentukan oleh pihak pengadilan.

Batas waktu pemberhentian sementara ditentukan oleh pihak pengadilan.
Prosedur pemberhentian karena ketidakmampuan organisasi diatur
dalam ketentuan tersendiri.

Skala prioritas pegawai yang diberhentikan:

a. Pegawai yang memiliki kinerja yang kurang baik;

b. Pegawai yang memiliki karakteristik pekerjaan tidak penting;

c. Pegawai yang memasuki masa persiapan pensiun;
d

Kriteria lain yang dapat diterima.
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Pasal 109
Pengkaryaan Kembali

Pengkaryaan kembali merupakan mengaktifkan kembali status pegawai
tetap yang telah memasuki usia pensiun.

Karakteristik pegawai yang dikaryakan kembali adalah pegawai
yang kompetensinya masih sangat dibutuhkan oleh unit kerja atau
organisasi.

Pegawai yang dikaryakan kembali memperoleh gaji 80% dari gaji pokok
terakhir.

Batas waktu maksimal pengkaryaan kembali pegawai sebagaimana
dicantumkan dalam pasal 34 ayat 2.

Prosedur Pengkaryaan kembali diatur dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 110

Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu

Berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu adalah sebagaimana
dinyatakan dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu atau tanggal
pengunduran diri oleh Pegawai dalam hal Pengakhiran Hubungan Kerja
dilakukan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

UMMI tidak berkewajiban untuk memberikan imbalan/pesangon di luar

hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

Pasal 111

Pegawai Tidak Memenuhi Syarat

UMMI berhak memberhentikan pegawai yang tidak memenuhi persyaratan.
Ketentuan mengenai penetapan persyaratan pada ayat 1 mengacu kepada

peraturan yang berlaku.
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BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

(1) Dengan berlakunya Peraturan Kepegawaian ini, maka Keputusan Rektor
Universitas Muhammadiyah Sukabumi Nomor: 474/KEP/1.0/E/2010 tanggal
03 Mei 2010 tentang Peraturan Kepegawaian Universitas Muhammadiyah
Sukabumi dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

(2) Semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak
berlaku.

(3) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 05 Zulkaidah 1442 H
16 Juni 2021 M

Rektor,

syah, M.Pd.
41987031005
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LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUKABUMI

NOMOR : 1 Tahun 2021
Tanggal : 16 Juni 2021
Tentang

: REVISI PERATURAN KEPEGAWAIAN UNIVERSITAS

MUHAMMADIYAH SUKABUMI

ljazah Terakhir, Pangkat Pertama dan Pangkat Terakhir Pegawai

No ljazah Pangkat Awal Pangkat Akhir
1 Sekolah Dasar/ Sederajat I/a Il/a
2 SLTP/ Sederajat I/b lIb
3 SLTA/ Sederajat Il/a Il/d
Diploma |

4 Akria I/ yang Setingkat Ilia llfd
Diploma I

5 SGPLB II/b /b
Diploma Il
Sarjana Muda

6 | Aredormik ll/c lli/c
Politeknik
Diploma IV

7 Saprjana 1) lIi/a IV/a
Magister (S2)

8 Dokter /b IV/ic
Apoteker

9 Doktor (S3) IV/a IV/e

Tabel Il
Jenjang Kepangkatan dan Golongan Ruang Penggajian

No Nama Pangkat Digaji Menurut Gol/ Ruang
1 Juru Muda I/a
2 Juru Muda Tingkat | I/b
3 Juru I/c
4 Juru Tingkat | I/d
5 Pengatur Muda Il/a
6 Pengatur Muda Tingkat | /b
7 Pengatur Il/c
8 Pengatur Tingkat | I/d
9 Penata Muda ll/a
10 Penata Muda Tingkat | /b
11 Penata li/c
12 Penata Tingkat | li/d
13 | Pembina IV/a
14 | Pembina Tingkat | IV/ib
15 | Pembina Utama Muda IVic
16 | Pembina Utama Madya IvVid
17 Pembina Utama IV/e
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Tabel Ill
Eselon Jabatan Fungsional

No Jabatan Eselon

1 Rektor l/a

Wakil Rektor
Dekan Vo

Ketua Lembaga
3 Kepala SPI Il/a
Kepala Biro

Sekretaris Lembaga
Wakil Dekan
Sekretaris SPI
Ketua Program Studi
Kepala UPT

Kepala Bagian

/a

Sekretaris Program Studi
Sekretaris UPT

5 Kepala Laboratorium /b
Gugus Penjaminan Mutu Fakultas
Penangung Jawab Bidang di Lembaga

6 Kepala Satuan Pengamanan IV/a

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada tanggal : 05 Zulkaidah 1442 H
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